BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dari sejak dulu hingga sekarang ini, peran dari seorang buruh seringkali
dikesampingkan dan dianggap tidak penting. Padahal, jika dilihat dari nilai historisnya
buruh memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan perekonomian

negara khususnya di sektor industri.

Tanpa buruh, tidak mungkin proses produksi bisa berjalan dan menghasilkan devisa
atau keuntungan bagi negara.Hal itu yang sangat disayangkan, pengabdian mereka
selama ini tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan. Karena pemerintah lebih

mementingkan kepentingan kaum pemilik modal daripada kepentingan buruh itu sendiri.

Hal tersebut semakin diperparah dengan sistem kapitalis yang diterapkan di Indonesia
saat ini hanya menempatkan buruh sebagai salah satu unsur dari proses produksi, bukan
sebagai faktor utama dalam proses ekonomi. Kondisi seperti inilah yang membuat para

buruh tidak mendapatkan jalan lain melainkan dengan jalan mogok kerja dan aksi protes.



B. Pembahasan

Masa Gerakan tak Teroganisir

Diterapkannya sistem Tanam Paksa oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Van den
Bosch (1830-1870) adalah satu masa penting dalam sejarah gerakan buruh. Pada masa inilah
para petani di Nusantara, utamanya di Jawa (sebagai pusat kekuasaan Hindia Belanda), mulai
dihancurkan prikehidupannya sebagai petani dan diubah paksa menjadi buruh tani.Kondisi
kerja yang demikian buruk memicu munculnya bentuk perlawanan yang khas sebuah gerakan
buruh: pemogokan. Salah satu pemogokan pertama dalam sejarah Indonesia tercatat di tahun
1882 di Yogyakarta, di mana pada puncak gelombang pemogokan ini 21 pabrik gula terpaksa
menghentikan produksinya karena pemogokan.Tiadanya pengorganisasian modern untuk
mendukung pemogokan-pemogokan ini menyebabkan terjadinya kekalahan demi kekalahan

di pihak kaum buruh.

Terbentuknya Serikat Buruh

Serikat-serikat buruh di Hindia Belanda mulai dibangun oleh buruh-buruh kulit putih.
Perkembangan gerakan buruh di negeri Belanda sendiri membuat banyak buruh warga negara
Belanda membentuk serikat buruh di negeri-negeri jajahan. Banyaknya buruh kulit putih di
negeri jajahan ini juga bersangkutan dengan semakin berkembangnya industri, terutama
industri perkebunan, yang kemudian menuntut dikembangkannya sarana transportasi yang
menghubungkan lahan kebun, pabrik dan pasar-pasar, didirikannya sekolah-sekolah untuk
mencetak tenaga perkebunan yang handal dari kalangan pribumi, maupun perluasan jajaran
birokrasi yang diperlukan untuk mengatur perekonomian modern yang lebih kompleks
tersebut.Berturut-turut lahirlah Nederlandsch-Indisch Onderwijzer Genootschap (1897),
Statspoor Bond (serikat kereta api negeri, 1905), Suikerbond (serikat buruh gula, 1906),
Cultuurbond Vereeniging v. Asistenten in Deli (serikat pengawas perkebunan Deli, 1907),
Vereeniging von Spoor en Tramweg Personeel in Ned-Indie (serikat buruh kereta api dan

trem, 1908), dan lain-lain.

Setelah kaum buruh kulit putih membentuk serikat kerja pada saat itu, kaum pribumi
juga demikian. Mereka membentuk Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB),
Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (1911), Persatoecan Goeroe Bantoe (1912) dan

Personeel Fabriek Bond (1917). PPKB (Persatoean Pergerakan Kaoem Boeroeh) di tahun



1919. Para pegawai Pemerintah lainnya mendirikan organisasi-organisasi serupa. Jenis
perkembangan ini membuktikan kepemimpinan dan panduan yang diberikan oleh para
pegawai Pemerintah di dalam pendirian dan pertumbuhan asli gerakan serikat buruh
Indonesia. Gejala ini tidak aneh karena di Hindia Belanda nyaris semua kaum intelektual
Indonesia dipekerjakan oleh Pemerintah. Sejak berdirinya PPKB dimulailah era pemogokan,

hal ini dilakukan sebagai senjata utama untuk menimbang metode perjuangannya.

pemerintah Hindia Belanda awalnya berupaya mendorong terjadinya hubungan industrial
yang harmonis lewat “Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Djawa dan Madura”.
Namun, karena keterlibatan banyak aktivis buruh dan kedekatan dengan isu-isu hak
menentukan nasib sendiri, pemerintah Kolonial lantas mengambil tindakan yang lebih keras.
Ditetapkanlah UU Larangan Mogok (161 bis), UU Penghasutan dan Penghinaan pada
Pemerintah (151 bis dan 151 TER)—UU Penghasutan dan Penghinaan ini di kemudian hari
diadopsi oleh pemerintah Indonesia dalam KUHP dan dikenal sebagai “pasal-pasal karet.”
Gerakan buruh di seputar tahun 1920-an adalah gerakan teroganisir pertama di Indonesia
yang menempatkan penggulingan kekuasaan kolonial sebagai salah satu tujuan

perjuangannya.

Konservatisme Gerakan Buruh

Kekalahan Pemberontakan 1926 melucuti gerakan buruh dari pimpinan-pimpinannya
yang radikal dan berwatak revolusioner. Yang tersisa adalah para pimpinan yang konservatif,

yang berwatak pasifis dan condong kepada ideologi keserasian antara buruh dan kapitalis.

Dr. Soetomo mempunyai gagasan yang mengajukan bahwa buruh harus memisahkan
dirinya dari partai politik, harus juga memusatkan perhatian pada upaya-upaya memperbaiki
nasib dan tidak bersentuhan dengan aksi-aksi politis. Dr. Soetomo juga mendukung

berdirinya Persatoean Serikat Sekerdja Indonesia di Surabaya, tahun 1930.

Menjelang masuknya Jepang ke Indonesia, berdirilah Gabungan Serikat-serikat
Sekerdja Partikelir Indonesia (GASPI) yang berideologi semangat damai dalam perusahaan
dan “pemegang modal dan pemegang buruh adalah sama harga, karena sama arti. Pada tahun
itu juga setelah Jepang masuk ke Indonesia, dan semua gerakan politik di Indonesia
(termasuk gerakan buruh) dibungkam total oleh pemerintahan Fasis Jepang dan terpaksa

bergerak di bawah tanah.



Buruh Berpolitik

Perjuangan mencapai kemerdekaan melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat,
termasuk gerakan buruh. Pada tanggal 15 September 1945 sejumlah tokoh gerakan buruh
berkumpul di Jakarta untuk membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan
kemerdekaan dan menentukan landasan bagi gerakan buruh. Pada pertemuan tersebut para
wakil gerakan buruh sepakat mendirikan sebuah organisasi yang mewakili seluruh serikat
buruh yang ada. Organisasi itu diberi nama Barisan Boeroeh Indonesia (BBI). Pilihan nama
‘barisan’ tersebut harus diletakkan pada konteks zamannya, yaitu ketika orang-orang
Indonesia masih terlibat dalam perang kemerdekaan sampai tahun 1949. Dalam konferensi
tersebut, BBI juga menuntut Komite Nasional Indonesia untuk memberi pengakuan terhadap
organisasi tersebut. Karena sulitnya komunikasi dengan wilayah lain, maka gerakan buruh di
luar Jawa mendirikan organisasi mereka masing-masing. Di Sumatra misalnya pada bulan
Oktober 1945 telah berdiri Persatoean Pegawai Negara Repoeblik Indonesia (PPNRI).
Komite Nasional Indonesia sementara itu juga menyerukan kepada perwakilan-perwakilan di
daerah untuk mendukung pembentukan serikat-serikat buruh. Dalam perjuangan fisik, kaum
buruh bergabung dalam Lasjkar Boeroeh Indonesia (LBI) yang dengan cepat didirikan di
berbagai kota. Pada awalnya belum ada koordinasi yang jelas, sampai pada sebuah konferensi
di Blitar pada bulan Desember 1945. Soediono Djojoprajitno terpilih sebagai ketua badan
pimpinan. LBI ini juga ditetapkan sebagai badan yang secara organisasi terlepas dari BBI dan
tidak memiliki hubungan apa-apa. Di kalangan buruh perempuan, didirikan Barisan Boeroeh
Wanita yang diketuai oleh SK Trimurti. Kegiatannya ditujukan untuk memberi pendidikan
dan kesadaran pada kaum buruh perempuan, tentang perlunya persatuan. Pada tanggal 1 Mei
1946 (Perayaan Hari Buruh), BBW telah berhasil mengumpulkan calon pemimpin buruh
perempuan untuk dilatih selama dua bulan.

Pada periode-periode 1945-47 sejumlah serikat buruh kembali dibentuk, seperti
Serikat Boeroeh Goela (SBG), Serikat Boeroeh Kereta api (SBKA), Serikat Boeroeh
Perkeboenan Repoeblik Indonesia (Sarbupri), Serikat Boeroeh Kementrian Perboeroehan (SB
Kemperbu), Serikat Boeroeh Daerah Autonom (SEBDA), Serikat Sekerjdja Kementrian
Dalam Negeri (SSKDN), Serikat Boeroeh Kementrian Penerangan (SB Kempen), dan
sebagainya. Banyak di antara pemimpin serikat-serikat buruh ini menjadi tokoh gerakan

buruh pada masa sebelumnya, dan juga ikut dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda.



Dengan sekian banyak serikat buruh seperti ini, kembali muncul keperluan mendirikan
sebuah federasi serikat buruh. Mengenai pembentukan federasi serikat buruh ini muncul
perbedaan pendapat, sehingga pada tanggal 21 Mei 1946 didirikan Gaboengan Serikat-
Serikat Boeroeh Indonesia (GASBI) sebagai hasil peleburan BBI. Perubahan nama ini juga
terlihat dalam perubahan bentuknya, karena hanya organisasi yang dibentuk berdasarkan
lapangan kerja, yang dapat bergabung di dalamnya. Kenyataan ini sulit diterima oleh
organisasi buruh vertikal, seperti SB Minjak, SB Postel, Pegadaian, PGRI, Listrik dan
lainnya. mereka kemudian membentuk Gaboengan Serikat Boeroeh Vertikal (GSBV) pada
bulan Juli 1946.

Buruh yang terlibat dalam organisasi tertentu di tahun 1950-an jumlahnya mencapai
antara 3-4 juta orang. Kaum buruh ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional,
dan ratusan serikat buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat
nasional. Serikat-serikat buruh nasional memiliki jumlah anggota yang beragam. Serikat
Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) misalnya mengklaim anggotanya sebanyak
600.000 orang. Sementara serikat buruh nasional seperti Perhimpunan Ahli Gula Indonesia
(PAGI) hanya memiliki 600 anggota. Label ‘nasional’ yang dikenakan dengan begitu tidak
menjamin jumlah anggota yang banyak. Di antara ratusan serikat buruh itu, dapat dilihat
adanya empat federasi serikat buruh yang cukup besar dan tiga federasi yang lebih kecil, serta
sejumlah organisasi lainnya yang juga mengklaim dirinya sebagai federasi.

Keempat federasi serikat buruh itu adalah :

1. SOBSI (SENTRAL ORGANISASI BURUH INDONESIA)

Federasi ini dibentuk di tahun 1946 ketika Indonesia sedang berada dalam perang
kemerdekaan. Federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi
administrasi. federasi ini memiliki 2.661.970 anggota. Organisasi ini memiliki hubungan
erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional
dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya yang cukup penting adalah SBG,
Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan
Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI
(Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian
Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan).
SOBSI juga memiliki afiliasi dengan World Federation of Trade Unions(WFTU).



2. Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI)

Didirikan pada tanggal 12 Mei 1953 terdiri atas serikat-serikat buruh yang non komunis.
Jumlah anggotanya saat pembentukan mencapai 800. 000 orang, tapi segera berkurang
seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya. Serikat buruh yang
menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api),
SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan).
Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh internasional, dan amat
terbatas kegiatannya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.

3. SBII (SERIKAT BURUH ISLAM INDONESIA)

Didirikan di bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Partai Islam, Masyumi yang
menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada
tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan.
Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan
pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan nama yang disandang, organisasi ini
melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII ini memiliki afiliasi dengan
International Conference of Free trade Unions (ICFTU). Selain itu SBII juga
mengadakan kontak dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.

4. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI)

Didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini semula bernama, Konsentrasi
Buruh Kerakjatan Indonesia, dan memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia.
Dalam salah satu pernyataannya tertulis bahwa organisasi ini bekerja bersama PNI dalam
mencapai tujuan-tujuannya. Azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme
(ajaran Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengklaim memiliki anggota
sebanyak 95.000 orang. KBKI ini juga adalah anggota PNI, dan keberhasilan KBKI
dalam menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari
setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun
berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri, dan turut berpartisipasi dalam
aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi

internasional.



Pembumkaman Gerakan Buruh

Peristiwa kelam yang terjadi di tahun 1965 membalikkan keadaan secara drastis.
Tuduhan yang dilontarkan Angkatan Darat bahwa PKI mendalangi peristiwa penculikan
jenderal-jenderal, dan pembantaian aktivis gerakan rakyat yang terjadi sesudahnya, praktis

menghancurkan struktur dan sendi-sendi kekuatan gerakan buruh progresif.

Orde Baru bergerak cepat merekonstruksi perekonomian Indonesia sementara para aktivis
buruh progresif tengah meregang nyawa di tangan para pembunuh yang sampai sekarang
tidak pernah diadili. Orde Baru membuka pintu lebar-lebar kepada perusahaan-perusahaan
asing. Soeharto juga membuka pintu bagi mengalirnya pinjaman luar negeri untuk berbagai

proyek yang kemudian dikelola oleh mitra-mitra dan kerabat dekatnya.

Dengan bantuan Frederich Ebert Stiftung, sebuah yayasan milik Partai Sosial Demokrat
Jerman yang pro pasar bebas, pemerintahan militer ini juga merekonstruksi gerakan buruh.
Melalui sebuah seminar yang disponsori FES di tahun 1971, disusunlah konsep baru serikat

buruh Indonesia yang akan didukung oleh Orde Baru:

Gerakan Buruh harus sama sekali lepas dari kekuatan politik manapun;
Keuangan organisasi tidak boleh tergantung dari pihak luar;
Kegiatan serikat buruh dititikberatkan pada soal-soal sosial ekonomis;

Penataan ulang serikat-serikat buruh yang mengarah pada penyatuan;

A

Perombakan pada struktur keserikatburuhan, mengarah pada serikat sekerja untuk

masing-masing lapangan pekerjaan.

Setidaknya, itulah prinsip yang dicanangkan secara teoritik. Kenyataannya, rekonstruksi
serikat buruh dilaksanakan dalam bentuk FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia). Sejak
awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi
buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan
pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Walau demikian, FBSI tetap tidak
dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto
mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah
terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan
harga-harga kebutuhan pokok dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang

paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana.



Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI, keadaan menjadi bertambah parah karena SPSI
dijadikan sebuah “wadah tunggal” sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem

korporatisme negara oleh Orde Baru.

Kebangkitan Kembali Gerakan Buruh Progresif

Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia akhirnya mendapatkan titik-terangnya
ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul
lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan
sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru
yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen berdiri di mana-mana.
Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun satu-persatu mulai
melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-
besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa. Salah satu bukti
kebugaran gerakan buruh progresif kontemporer ini adalah kemampuannya untuk selama tiga
tahun berturut-turut menyelenggarakan Mayday, yang terpimpin oleh ABM, dan diikuti

puluhan (mungkin malah ratusan) ribu buruh di seluruh Indonesia.

SEJARAH MAY DAY

May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali
ekonomi-politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19
menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa

Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya

upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan
kelas pekerja.

Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 oleh
pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan
dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam
seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda
bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Konggres 1886
oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions untuk, selain memberikan momen
tuntutan delapan jam sehari, memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang

mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of

Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh




di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1
Mei 1886.

Kongres Sosialis Dunia

Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan
peristiwa di AS tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh sedunia dan mengeluarkan resolusi
berisi:
Sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu dimana
semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang
disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal
mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil
Kongres Buruh Internasional Perancis.
Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890,
tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh di berbagai

negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka.

Hari Buruh Di Indonesia
Indonesia pada tahun 1920 juga mulai memperingati hari Buruh tanggal 1 Mei ini.
Tapi sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia, dan

sejak itu, 1 Mei bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam

masyarakat dan ekonomi. Ini disebabkan karena gerakan buruhdihubungkan dengan gerakan
dan paham komunis yang sejak kejadian G30S pada 1965 ditabukan di Indonesia.

Semasa Socharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori
aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Konotasi
ini jelas tidak pas, karena mayoritas negara-negara di dunia ini (yang sebagian besar
menganut ideologi nonkomunis, bahkan juga yang menganut prinsip antikomunis),
menectapkan tanggal 1 Mei sebagai Labour Day dan menjadikannya sebagai hari libur

nasional.

Setelah era Orde Baru berakhir, walaupun bukan hari libur, setiap tanggal 1 Mei
kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota.
Kekhawatiran bahwa gerakan massa buruh yang dimobilisasi setiap tanggal 1 Mei
membuahkan kerusuhan, ternyata tidak pernah terbukti. Sejak peringatan May
Day tahun 1999 hingga 2006 tidak pernah ada tindakan destruktif yang dilakukan oleh



gerakan massa buruh yang masuk kategori "membahayakan ketertiban umum". Yang terjadi
malahan tindakan represif aparat keamanan terhadap kaum buruh, karena mereka masih
berpedoman pada paradigma lama yang menganggap peringatan May Day adalah subversif

dan didalangi gerakan komunis.
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